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Abstrak 

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar 
lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan 
pailit, baik atas permohonan debitur sendiri maupun permohonan satu atau 
lebih krediturnya, dan pihak lain yang berwenang, berdasarkan hal tersebut 
dirumuskan permasalahan bagaimanakah konsekwensi hukum adanya putusan 
pemyataan pailit, tanggung jawab hakim pengawas dalam pelaksanaan 
pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator, dan kendala apa saja 
yang dihadapi oleh hakim pengawas dalam pelaksanaan pengurusan dan 
pemberesan harta pailit oleh kurator ? 

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan empiris. 
Dalam metode penelitian yuridis normatif akan menelaah asas-asas hukun4 
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli, dan metode 
pendekatan yuridis empiris yaitu melihat pelaksanaan dalam prakteknya di 
lapangan, dengan menganalisa tugas dan tanggung jawab hakim pengawas 
dalam kepailitan. 

Dari penelitian disimpulkan bahwa sehubungan dengan putusan 
pemyataan pailit, debitur kehilangan hak dalam mengurusi harta kekayaannya, 
yang melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah kurator 
yang diangkat pada saat bersamaan dengan pengangkatari hakim pengawas, 
yakni pada saat pembacaan putusan pemyataan pailit, tugas hakim pengawas 
adalah mengawasi pelaksanaan kepailitan agar kurator tidak menyalahgunakan 
kewenangannya yang dapat merugikan kreditur, debitur atau pihak lain yang 
berkepentingan atas harta pailit, dan pelaksanaan pengawasan terkendala 
karena dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terdapat batasan yang jelas 
dan terperinci mengenai tugas dan wewenang hakim pengawas, belum lagi 
masalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai kurang mendukung 
hakim pengawas dalam melaksanakan tugasnya. 

Kata kunci : Hakim Pengawas 
Kepailitan 

•) Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister llmu Hukum Universitas Medan Area 
.. ) Dosen Pembimbing I dan IT, Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Ilmu 

Hukum Universitas Medan Area. 
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1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Secara teoritis, pada umumnya, debitur yang memiliki masalah dengan 

kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar utang menempuh berbagai 

altematif penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan 

utang, baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual 

sebagian asset atau bahkan usahanya. Para kreditur dapat menggugat 

berdasarkan perundang-undangan hukum perdata yaitu mengenai wasnperstasi 

atau ingkar janji bila debitur mempunyai keuangan atau harta yang cukup 

untuk membayar utang-utangnya. Selain kemungkinan di atas, bila debitur 

tidak mempunyai keuangan, harta atau aset yang cukup sebagai jalan terakhir 

barulah para kreditur menempuh pemecahan melalui peraturan kepailitan yaitu 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang dengan cara mengajukan permohonan pailit 

kepada Pegadilan Niaga. 

Kepailitan merupakan proses dimana seorang debitur yang mempunyai 

kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh 

Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak 

dapat membayar utangnya dan harta debitur dapat dibagikan kepada kreditur 

sesuai dengan peraturan kepailitan. Kepailitan merupakan suatu pelaksanaan 

1 
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Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bertujuan 

untuk membagi harta debitur secara adil kepada seluruh kreditur. 

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan : 

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak 

bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian 

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. 

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan : 

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 

yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu 

dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang 

masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang atau ada alasan

alasan sah untuk dikabulkan. 

Kepailitan dimaksud untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau 

eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan 

sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua 

kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Dengan demikian kepailitan ada 

demi untuk menjamin para kreditur untuk memperoleh hak-haknya atas harta 

debitur pailit. 

Pemyatan pailit merupakan hal yang sangat ditakuti oleh para debitur 

terutama setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang 

kepailitan (merupakan undang-undang yang pertama mengatur tentang 

kepailitan). Sebelumnya masalah kepailitan belum begitu terdengar gaungnya 

di dunia hukum bisnis Indonesia. Popularitas kepailitan mungkin dapat 

dijelaskan dengan merunjuk pada riwayat hukum kepailitan itu sendiri. Sejak 
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